
WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATI'RAX DAERAII K(}TA KOTATOBAGU
IlOroR , TAIIITII2OIS

TET{TA.I|G

PERI'BAIIAT ATAS PERATI'RTT DATRIII KOTA KOTAIOBAGU
I|OUOR 3 TAIII'T 2011 TEI|TAITG PA'AX BI'uI I'AIT BAI|GTITAIT

PERI'ES/I.III DAJT PERNOTAAIT

DEI{GAT NAHUAT TI'HA,r YAITG UAIIA ESA
YALII(OTA K(yTATOBAGU,

Uenlrnb.ng : a. bahwa seiring dengan perkembangan dan dinamika
dilapangan atas pelaksanaan serta penerapan Nilai
Juat Objek Pajak Tidak Kenak pqiak (NJOPTKP)
Pajak Bumi darr Bangunan perdesaan perkotaan
sebegaimana diatur dalam peraturan Daerah Kota
Kotamobagu Nomor 3 tahun 2011 tentang pajak
Bumi dan Bangunan dalam implementasinya
mengalami kendala akibat penetapan Nilai JuaI
Objek Pajak Tidak Kena} pajaf< (NJOpTKp) terlalu
tinggi melebihi Nilai JuaI Objek pajak (NJOp) pada
umumnya yang berlaku di Kota Kotamobagu
sehingga banyak Objek pajak di masyarakat yang
sebelumnya memiliki Nilai Jual Objek pajak
menjadi Nihil setelah dikurangi NJOPTKP
dimaksud.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 3
Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan.

yenglngat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
psnagihan Pajak dengan Surat Paksa (tembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3O91) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2O0O (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO0 Nomor 129,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4048);



3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO2 tentang
Pengadilan Pajak (Lrmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 27, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
4189);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO7 tentang
Pembentukan Daerah Kota Kotamobagu di
Provinsi Sulawesi Utara (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 6,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4680);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2O09 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO4 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambalnrr
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
567e1;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
32s8);

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2OOO

tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka
pgnagihan Pajak dengan Surat Paksa (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor
135, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4049);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraal Pemerintah Daerah (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor
165 Tambahan l.embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2O07
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);
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Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2O1O
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OlO Nomor 119, Tambahan l€mbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2O1O
tentang Jenis PSiak Daerah yang dipungut
Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau
dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor
153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5179);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun
2Ol4 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
L49|PMK.O7 l2OlO tentang Badan atau
Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak
Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan.

Deagan Perretqluan Bersana

DEWAIT PERWAXILIIJT RAISAT DAERAII KOTA KOTAUOBAGU
dan

WALIKOTA KOTAUOBAGU

MEDIUTUSI(AIT:

teaetaptan : PERATIIRAN DAERAH TENTAIYG PERITBAIIAN
ATAS PERATT'RAIT DAERAII KOTA KOTAIUOBAGU
ITOUOR 3 TAHI'IY 2O1I TEI{TA.TTG PAJAI{ BTIMI
DA.!I BA.!5GI'I|A!5 PERDTSAAI| DAIT PERKOTAA.IT

Paral I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 3
Tahun 2O11 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan
(kmbaran Daerah Kotamobagu Tahun 2O11 Nomor 3), diubah sebagai
berikut :

1. Ketentuan pasal 2 ayat (5) diubah sehingga pasal 2 ayat (5) berbunyi
sebagai berikut:
Besarnya Nilai Objek Pajak Tidak Kenak Pajak (NJOPTKP) sebesar
Rp.1O.OOO.O0O,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.

2. Ketentuan pasal 5 huruf a diubah sehingga pasal 5 huruf a berbunyi
sebagai berikut:
a. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.OOO.0OO.OOO;- (satu milyar

rupiah) ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) per
tahun.

t2.

13.

14.

15.



PeEeI II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lcmbaran Daerah
Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu

Pada tanggal 9 September 2015

hWALIKOTA KOTAMOBAGUZ

Diundangkan di Kotamobagu

Pada tanggal 9 September 2015

LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2Ol5 NoMoR 3

NOREG PERDA KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA

(9l2orsl

UTAMA MADYA
NrP. 19610119 198803 1008


